
 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

I. UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana diatursesuai ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pengelolaan keuangan Daerah merupakan salah satu elemen pokok 

dalam penerapanasas umum pengelolaan keuangan Daerah yang harus 

dilaksanakan secara hakiki. Adapun sebagai wujud nyata pengelolaan 

keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan manajemen 

pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu adanya 

penyusunanPerubahanAPBD Tahun Anggaran 2016. APBD disusun sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan 

pendapatan. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang PerubahanAnggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016terlebih dahulu melalui mekanismeevaluasioleh 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Evaluasi sebagaimana dimaksud diatas merupakan implementasi 

terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (3)Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 
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Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenyatakan hasil 

evaluasi rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan rancangan Peraturan Walikota 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebihtinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, 

sertaRPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan 

Daerahdan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan sebagaiwujud 

pelaksanaan APBD sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah 

yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas.  

Pasal 3 

  Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 
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Pasal 7 

  Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 
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